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ABSTRAK 
Tesis ini membahas masalah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas 
praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan  di tingkat penyidikan (studi kasus di 
polresta pontianak kota). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif 
sosiologis Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa penerapan Asas Praduga Tidak 
Bersalah dalam proses penyidikan di Polrestata Pontianak mengacu pada KUHAP yang 
pada dasarnya Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut 
dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia bersalah. 
Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di 
Polresta Pontianak antara lain dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka 
terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, 
perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih 
sulit untuk didapatkan keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan oleh kecenderungan 
korban enggan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses 
penyidikan berlangsung lama dan lamban, dan terkesan sebagai hambatan di dalam 
penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah. Bahwa pada dasarnya perapan Asas Praduga 
Tidak Bersalah di Polresta pontianak sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-
undang, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyidikan 
yang memungkinkan penyidik mengesampingkan  atau tidak berpedoman pada Asas 
Praduga Tidak Bersalah. Adapun yang menajdi saran dalam penulisan tesis ini adalah 
Hendaknya dalam melakukan tugas dan kewajibannya aparat kepolisian di Polrestata 
Pontianak tidak menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari 
tersangka dengan alasan apapun karena tersangka mempunyai hak diperlakukan dengan 
baik dalam setiap proses pemeriksaan. Aparat kepolisian sebelum memulai pemeriksaan 
terhadap tersangka, hendaknya memberitahukan hak tersangka secara lengkap selama 
dalam proses penyidikan agar tersangka mengetahui dan memahami posisinya sebagai 
tersangka dan bisa menggunakan haknya. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara 
hendaknya tidak membeda-bedakan status atau jabatan tersangka dan tidak melakukan 
tindakan diskriminasi sehingga tercapai suatu keadilan dan kesamaan di depan hukum 
(equality before the law). 
Kata Kunci : Asas Praduga Tidak  bersalah 
 
Abstract 
 
This thesis addressed the issue of implementation of the rights of suspects as the 
embodiment of the presumption of innocence in the inspection process at the level of 
investigation (Police pontianak case study in the city). Legal research methods used 
are normative sociological From the results it is concluded, that the application of the 
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presumption of innocence in the process of investigation in Pontianak Polrestata 
refers to the Criminal Procedure Code which is basically the presumption of 
innocence should be interpreted narrowly how a person found not guilty before any 
decision / verdict declared him guilty. Constraints in adoption of the Basic Prejudice 
Not Guilty in Process Profiling in Pontianak among other filamentous in the 
interrogation process (inspection) of suspects associated with particular cases like 
rape cases and cases of morality, adultery, abuse and domestic violence cases 
(KDRT) still difficult to procure evidence, because it is caused by the tendency of the 
victim refused and convoluted in giving evidence to make the investigation process 
lasts long and slow, and only seen as obstacles in the implementation of the Basic 
Prejudice Not Guilty. Basic marinade that basically Prejudice Not Guilty in 
filamentous vampire was in line with what the program in law, but there are still some 
obstacles and barriers in the process of investigation that allows investigators ruled 
out or not referring to the Basic Prejudice Not Guilty. As for becoming a suggestion 
in this thesis is the matter with the tasks and obligations in Polrestata Pontianak 
police forces not to use violent means to obtain evidence from a suspect for any 
reason because the suspect has the right to be treated properly in each process. 
Police forces before beginning a search of the suspect, the suspect's rights should 
be fully informed during the investigation process so that the suspect knows and 
understands his position as a suspect and could exercise his right. In the process of 
examining a subject should not differentiate between the status of a suspect or 
department and not doing so achieved a discrimination action for justice and equality 
before the law (equality BEFORE the law). 
Keyword : Prejudice basic Innocence 
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Latar Belakang Masalah 
Perjuangan akan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat, 
Hak Asasi Manusia. Adalah sejarah dari perjalanan panjang. Perjuangan dari 
peperangan yang telah mengorbankan jutaan manusia. Ada peristiwa perang. 
Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Ada pembantain etnis, ras, 
seperti yang terjadi dalam regim Hitler. Ada pembantaian etnis di Ruanda 
(ICTR), ada pemusnahan secara paksa etnis di Yogoslavia (ICTY). 
Pemberontakan di Tiananmen. Pemusnahan etnis di Kamboja. Dan berbagai 
peristiwa kekejaman lainnya menjadikan Hak Asasi Manusia penting untuk 
dipositifkan sebagaimana usul David Hume, Austin dan Hart.  
Hak Asasi Manusia sebagai hak yang lahir secara adil kodrati  mutlak 
untuk diberi kepastian dalam tatanan yang fundamental. Agar tidak menjadi 
impian, cita-cita dan angan-angan semata. Maka yang amat menonjol dalam 
konvensi (bisa dibaca: perjanjian) sebagai instrumen hukum adalah pengakuan 
hak-hak politik. Bukan hak-hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Kalau dilihat 
dalam realitasnya organ PBB memang dalam struktur organisasinya adalah 
pertarungan dua buah ideologi. Pertarungan antara liberalisme dan sosialisme. 
Dapat dikatakan pertarungan antara ICCPR yang terlegitimasi dalam organ 
Dewan Keamanan dan ICESCR yang diejawantahkan dalam organ Majelis 
Umum yang banyak dipegang atau diisi oleh negara berkembang untuk 
memperjuang hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. 
Terlepas dari dua kepentingan tersebut, jelasnya hak-hak politik tetap 
menaruh harapan bagi perlakuan yang adil, fair, dan sama dari negara untuk 
menghargai hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai hak dasar 
yang sudah ada (Thomas Aquinas) sejak ia lahir. Kalaupun ada peran negara 
untuk menghormati hak individu sebagai hak dasar adalah prinsip resiprositas1 
semata sebagai penyerahan kepercayaan dalam suatu kontrak sosial. 
Dapat dikatakan, semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui 
Hak Asasi Manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam 
landasan konstitusionalnya. Apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara 
hukum (rechtstaar/ rule of law) maka harus meletakkan jaminan dan 
perlindungan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia. karena jaminan dan 
pelayanan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia 
sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 “semua 
manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai 
                                                          
1
 Cessie, 2005 hal.. 237 
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akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat 
persaudaraan.” 
Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi 
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum 
dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.”Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat 
sebenarnya sudah diakui dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, 
“keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan 
dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal 
tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai 
dan menghormati HAM. 
Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, 
juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya 
ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” 
Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 “bahwa polisi harus 
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma 
agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM. 
Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan 
suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan 
Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap 
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang 
kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 
Mengenai arti dari penyiksaan itu sendiri kemudian ditegaskan dalam 
Pasal 1 butir 4 : 
“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 
jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan 
atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan 
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga 
telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk rasa sakit 
atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan 
persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.” 
Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-
rantai (the series of chains). Polisi yang menempati posisi sebagai penjaga pintu 
(as agate of keeper), meminjam istilah Sunarto dalam Muladi, 2005: 142), 
tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Universal Declaration of 
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Human Right diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (1949). Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang 
memuat berbagai hak asasi. Seperti hak untuk hidup, hak untuk istirahat, dan 
hak untuk mendapatkan hiburan.  
Dalam konteks dengan kewenangan polisi sebagai penyidik hak yang 
penting untuk diperhatikan adalah hak untuk hidup, yang meliputi hak untuk 
bebas dari eksekusi di luar pengadilan (extra judicial execution), dan 
penghilangan paksa (disapearences), hak untuk bebas dari penyiksaan dan 
penangkapan di luar wewenang (freedom from torture and arbitary arrest). 
Olehnya itu, penting untuk melihat bagaimana semestinya perlakuan tersangka 
yang relevan dalam DUHAM. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM 
jika duraikan secara sistematis, sebagai berikut: 
a. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai 
individu (Pasal 3). 
b. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara 
tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5) 
c. Semua orang berhak atas atas pengakuan di depan hukum sebagai 
manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 6). 
d. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama 
terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini 
(Pasal 7) 
e. Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang 
(Pasal 9). 
f.  Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana, 
dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum 
dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana ia memperoleh semua 
jaminan untuk pembelaannya (Pasal 11 ayat 1 ). 
International Convenant on Civil and Political Rigt (ICCPR) tampaknya 
juga memberikan pengaturan hak hidup sebagai hak fundamental. Konvenan 
ini menjunjung tingi hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta memberi 
fondasi bagi perlindungan dalam penahanan. Dalam Pasal 9 ICCPR 
menegaskan: 
a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak 
seorangpun dapat ditangkap secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun 
dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang 
sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 
b. Setiap orang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan 
harus segera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan 
kepadanya. 
c. Setiap orang yang ditahan atau berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera 
dihadapkan ke pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi 
kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan 
berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. 
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Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu 
diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan dengan atas 
dasar jaminan untuk hadir pada waktu persidangan, pada setiap tahap 
pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. 
d. Siapapun yang dirampas, kebebasannya dengan cara penangkapan, 
penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa 
menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan 
memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut 
hukum. 
Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan HAM 
dalam due process of law pada sistem peradilan pidana. Terutama dalam 
tahap/ fase pra-ajudikasi. Dapat jiuga didasarkan pada konvensi anti 
penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1998. Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan: 
“Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan 
rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada 
seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau 
dari dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap 
bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, 
atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal 
ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat 
pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.” 
Konsep dasar Hak Asasi Manusia adalah ketentuan yang pada mulanya 
hanya berada dalam perdebatan sebagai bagian hukum alam. Kemudian 
dipositifkan dalam suatu ketentuan normatif sebagai Ilmu Hukum Murni 
(Kelsen). Atau sebagai ilmu hukum positif/ normatif (Mewissen). Telah 
mempengaruhi sistem peradilan pidana mulai dari tingkat peyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengadilan 
yang mengadili terdakwa harus bersikap fair dan tidak memihak (imparsialitas), 
beban pembuktian dibebankan bukan kepada terdakwa (defendant), melainkan 
kepada penyidk dan penuntun. Semua prinsip KUHAP tersebut adalah, 
bahagian dari implementasi konsep dasar HAM. 
Penyidikan (opsporing/ Belanda, investigation/ inggris, penyiasatan atau 
siasat/ Malaysia) ? adalah tidak lain untuk melindungi hak seorang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup 
untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses 
penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau 
tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan 
tersangkanya” 
Penyidikan diatur di dalam Pasal 102 s/d Pasal 138 Bagian ke-dua BAB XIV 
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KUHAP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 13 
bagian kesatu dan kedua BAB IV KUHAP. 
Selain penyidikan ada serangkaian tindakan yang mengawalinya. 
Tindakan pejabat tersebut disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
(Pasal 1 butir 5).Di dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP ditegaskan latar 
belakang, motivasi, dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan sebagai 
rangkaian, atau tindakan awal dari penyidikan dalam menemukan titik terang 
siapa pelakunya (dader) yaitu: 
a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. 
b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan 
upaya paksa. 
c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. 
d. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu 
menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka 
sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan 
konsekuensi digunakannnya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu 
berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan 
bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar 
adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan 
tindakan penyidikan. 
Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terdapat sejumlah hak 
tersangka yang diatur, dijamin, dilindungi, dan wajib dipatuhi oleh penyidik, 
yaitu:2 
a. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat 
diajukan kepada penuntut umum. 
b. Hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 
c. Hak untuk rnempersiapkan pembelaan. 
d. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 
e. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. 
f. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 177. 
g. Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 178. 
h. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum 
dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 
setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-
undang ini. 
                                                          
2
 Pasal 50 sampai Pasal 68. 
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i. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak 
memiih sendiri penasihat hukumnya. 
j. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau 
bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau 
lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 
menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 3 
k. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat 
hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 
l. Tersangka atau yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan 
berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam 
menghadapi proses perkaranya. 
m. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada 
hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 
n. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang 
penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain 
yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang 
bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. 
o. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungán kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau 
terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun 
untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 
p. Tersangka berhak secara Iangsung atau dengan perantaraan penasihat 
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam 
hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa 
untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. 
q. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan 
menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang 
diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis 
menulis. 
r. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. 
s. Tersangka berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau 
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya. 
t. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 95. 
                                                          
3 Pasal 56 KUHAP: 
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Pengaturan hak-hak tersangka berdasarkan KUHAP di atas hakikatnya 
merupakan perwujudan dari : “Prinsip Negara Hukum”, “Penghayatan, 
pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban 
warganegara untuk menegakkan keadilan” sebagaimana diamanahkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga “Azas Praduga 
Tidak Bersalah” (Presumption of Innocence) sebagaimana diamanahkan Pasal 8 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman,4 bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum 
ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
Tetapi menurut praktiknya, implementasi hak-hak tersangka tersebut 
belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan berbagai faktor, baik dari sisi penyidik 
yang tidak dengan segera memberitahukan hak-hak tersangka maupun dari sisi 
kondisi tersangka yang tidak mengetahui hak-haknya ketika berada dalam 
proses penyidikan kepolisan. Contoh kasus: 
a. Pada tahun 2002, Risman dan Rostin divonis 3 tahun penjara dalam kasus 
pembunuhan terhadap anak mereka yang ternyata anak tersebut masih 
hidup. Sedangkan Risman dan Rostin telah menjalani hukuman 3 Tahun 
penjara oleh pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo. Risman yang 
kesehariannya adalah seorang petani mengungkapkan tidak sanggup 
menerima berbagai siksaan dalam setiap tahap pemeriksaan, sampai pada 
pemeriksaan di Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo dengan tuntutan jaksa 
penuntut umum 3 tahun, persidangan dan putusan hakim, keduanya tidak 
didampingi oleh penasihat hukum karena tidak sanggup membayar 
pengacara.5  
b. Bahkan menurut Yahya Harahap hampir 80% perkara yang masuk kategori 
yang ditentukan Pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi 
penasehat hukum.6 Padahal berdasarkan Pasal 114 KUHAP dengan 
tegas menentukan: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak 
pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. 
c. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 
dapat diajukan kepada penuntut umum. Pada tataran implementasinya ada 
yang lamban dan ada pula yang cepat. Hal ini sangat tergantung pada jenis 
                                                          
4
 Lihat pula Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
5
 Tragedi Singkon Karta di Gorontalo”httD://www.anta ranews.com/view/?i=1184058186&c=ART&s, Lihat 
pula Heidy Visilia Sahanggamu, Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan, 
Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. 
6
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikkan dan penuntutan), 
Sinar Grafika, Jakarta, 2000,. Hal 97. 
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perkara yang disidik (ringan, sedang, berat) dan ketersediaan tenaga penyidik 
untuk melakukan penyidikan. Selan itu, kesiapan sarana dan prasarana 
penyidikan juga berpengaruh terhadap kelancaran proses penyidikan, 
sehingga mempengaruhi pula hak-hak tersangka untuk mendapatkan 
pemeriksaan segera dari penyidik 
d. Hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Hal ini 
sangat tergantung pada kesempurnaan berkas perkara dari penyidik dan 
kesiapan penuntut umum. Seringkali terjadi, berkas perkara justru bolak balik 
dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya.  
 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas 
praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di 
Polresta Pontianak Kota? 
2. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam implementasi hak-hak 
tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan? 
 
Pembahasan 
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di 
Polresta  Pontianak. 
Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Nico Keijzer dalam buku 
Mien Rukmini yaitu bahwa tersangka dianggap tidak bersalah dalam arti kasus 
yang sebenarnya. Hal ini terkait penyidikan, penangkapan dan penahanan. 
Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berkaitan dengan fakta-fakta, 
tetapi berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam 
proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak atau belum 
dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketikdak bersalahannya 
sendiri, tetapi nanti ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi 
kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus 
diperlakukan sama sebagaimana orang tidak bersalah.7 
Tidak jarang tersangka didalam pemeriksaannya diberikan tekanan 
tekanan dan intimidasi untuk mengakui kesalahan yang belum tentu 
dilakukannya, bahkan dalam beberapa kasus terjadi salah tangkap yang 
dilakukan oleh aparat yang sebelumnya, tersangka diperlakukan tidak sesuai 
dengan hak-hak yuridis berdasarkan KUHAP, sehingga perbuatan tersebut tidak 
sesuai dengan perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hak-hak tersangka 
yang dikemukakan diatas dijamin dan dilindungi oleh Undang- Undang dalam 
proses penanganan perkara pidana, hal ini menunjukkan. bahwa KUHAP 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan 
memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia 
(tersangka). Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP 
maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat 
                                                          
7Rukmini, Opcit, halaman 244 
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memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat 
penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau 
dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap 
tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-
benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh 
jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran 
dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana. 
Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka 
atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan 
dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban kewajiban 
tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain : 
1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang 
ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota 
(Pasal 22 ayat 3 KUHAP);  
2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut 
umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka 
atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau 8 penahanan kota 
(Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP);  
3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa 
yang menjalani massa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar 
rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP);  
4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) 
untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan 
penjelasannya); 
5) Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan 
tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta 
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 
KUHAP);  
6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas, maka 
wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan 
wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP);  
7) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa 
disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, terdakwa 
harus hadir di siding pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). 
Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh 
tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan 
paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP); 
8) Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi 
pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu 
keharusan (Pasal 182);  
9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan;  
                                                          
8
 Anton Freddy Susanto, Wajah Peradilan Kita Kontriksi Sosial Tentang PenyimpanganMekanisme Kontrol dan 
Akuntanilitas Peradilan Pidana, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 
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10) Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 
22ayat 1);  
11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika 
memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan 
banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, 
belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa 
atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori 
banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;  
12)  Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan 
memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan 
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera 
(Pasal 248 ayat 1 KUHAP);  
13)  Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) 
maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 
KUHAP).4 
Untuk mewujudkan pemeriksaan dan persidangan yang sesuai dengan 
hukum, maka di tetapkannya kewajiban yang bertujuan sebagai penyeimbang 
hak dari tersangka atau terdakwa. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi 
oleh tersangka atau terdakwa didalam menjalani statusnya sebagai orang yang 
disangkakan atau orang yang didakwakan melakukan suatu perbuatan tindak 
pidana tertentu. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terkait dengan dasar 
obyektif dan dasar subyektif di atas, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak 
yang sepenuhnya oleh hokum dalam proses penahanan dimana tersangka tidak 
ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan 
selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak 
mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, 
karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap 
tidak bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan 
ia bersalah.9 
Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk 
membela diri juga bisa juga dengan didampingi pembelaan advokat yang 
profesional. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan dalam 
proses penyidikan. Bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan 
diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil. 
Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang 
tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono 
publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa 
fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip 
persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk dibela 
advokat (acces to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin 
                                                          
9
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 40-41. 
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dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, 
khususnya dalam bidang hukum. 
Penasehat hukum dalam memberikan advokasi terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang 
berbunyi: 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam 
waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. 
  
Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan 
hukum dari seorang pengacara atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan 
dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih merupakan hak belum sampai ke 
tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum oleh penasehat hukum baru 
merupakan hak. Mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan 
tersangka untuk  didampingi penasehat hukum. Tersangka dapat menggunakan 
hak tersebut tetapi juga bisa tidak mengunakannya. Kosekuensinya, tanpa 
didampingi penasehat hukum tidak mengahalangi jalanya pemeriksaan terhadap 
tersangka.  
Namun ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi kewajiban 
dalam pelaksanaanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 KUHAP yang 
berbunyi : 
Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya 
pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya 
tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 
perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum  sebagaimana yang 
dimaksud pasal dalam pasal 56. 
 
Kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum bagi masyarakat yang 
tidak mampu dipertagas dalam pasal 56 KUHAP yang berbunyi: 
1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum 
bagi mereka. 
 
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagimana yang 
dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuanya dengan cuma-cuma.  
 
Sesuai dengan ketentuan di atas tampilnya penasehat hukum dalam 
memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. 
Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat 
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pemeriksaan  yang diatur dalam Pasal 56 dengan ketentuan, jika sangkaan atau 
dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana : 
- Hukuman mati 
- Hukuman lima belas tahun atau lebih 
- Hukuman lima tahun atau lebih 
Jika mereka tersangka mampu memilih dan membiayai sendiri penasehat 
hukum yang dikehendakinya tidak ada/hapus kewajiban pejabat penyidik untuk 
menunjuk penasehat hukum . Jika tidak mampu membiayai sendiri penasehat 
hukum, maka berubah sifatnya menjadi kewajiban pejabat yang bersangkutan 
untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.  
Berdasarkan peryataan diatas sifat wajib yang melekat pada penyidik 
memberikan bantuan hukum kepada tersangka ditingkat penyidikan terletak pada 
ancaman hukuman dalam pasal 56 KUHAP dan ketidak mampuan tersangka 
untuk menghadirkan penasehat hukum guna melakukan advokasi kasus pidana. 
Dengan adanya pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasan dalam 
putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/pid/ 1991 yang menyatakan : 
Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik 
tidak menunjuk penasehat hukum didampingi penasehat hukum bagi 
tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima. 
 
Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk 
memenuhi permintaan tesangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila 
secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum 
seperti yang diatur dalam pasal 56 KUHAP, menunjuk penasehat hukum dan 
menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak 
menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang 
pengadilan tuntututan penuntut umum tidak dapat diterima.  
Dalam studi ini penulis mencoba mengkaji salah satu contoh kasus dalam 
Berita Acara Tersangka (BAP) atas Nanang Selembe dan Ucok diperiksa dan 
didengar keteranganya selaku tersangka perkara tindak pidana kejahatan 
terhadap nyawa (pembunuhan) berancana dan penganiayaan terjadi di  antara 
Parit Tengkorak dan Parit Bugis, 150 meter dari Jalan Arteri Supadio, Sungai 
Raya, Kabupaten Kubu Raya,hari Sabtu, 29 Maret 2014, dengan menggunakan 
potongan kayu persegi  dan pisau sangkur berukuran 20 centimer  
mengakibatkan korban meninggal dunia.  Atas dasar perbuatan tersebut 
tersangka  Nanag Selembe dan Ucok  melanggar Dengan pasal 340 subsider 
338, junto 55 dan 56. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum 
pemeriksaan dimulai oleh penyidik terlebih dahulu disampaikan kepada yang 
diperiksa terutama hak-haknya yang menyangkut bantuan hukum. Dalam 
pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada tersangka dan tersangka menjawab 
pertayaan penyidik. Salah satu bentuk pertayaan yang diberikan penyidik  dalam 
BAP tersangka pada poin 3 (lampiran) 
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1. Pertayaan penyidik : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara 
sekarang ini, apakah saudara akan menggunakan bantuan hukum/pengacara 
untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini. 
2. Jawaban tersangka : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya 
sekarang ini saya tidak akan menggunakan pengacara hukum dalam 
pemeriksaan ini dengan alasan saya masih mampu menghadapinya sendiri.   
Dalam pemeriksaan ini terdapat kekeliruan penafsiran penyidik, kekeliruan 
ini dapat dilihat dari BAP tersangka pada poin 3. Penyidik kurang paham dengan 
penerapan pasal 56 KUHAP padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka 
terlebih dahulu dibertahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka.  
Seharusnya alasan tersangka dalam poin 3 BAP bahwa tersangka masih 
bisa menghadapi sendiri tindak pidana yang disangkakan, tidak dijadikan acuan 
untuk tidak menghadirkan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidik 
karena tersangka berdasarkan perbuatannya diancam dengan hukuman mati 
atau hukuman lima belas tahun atau lebih. Dalam pasal 56, jika sangkaan atau 
dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana : 
- hukuman mati 
- hukuman lima belas tahun atau lebih 
Dalam kedua kategori ancaman hukuman di atas tidak dipersoalkan apakah  
tersangka mampu atau tidak. Pada intinya ancaman hukuman tersebut harus 
didampingi oleh penasehat hukum. Jika mereka mampu boleh memilih dan 
membiayai sendiri penasehat hukum yang dikendakinya. Jika tidak mampu 
menyediakan dan membiayai sendiri penasehat hukum, pada saat itu timbul 
kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau 
terdakwa . 
Kekeliruan oleh penyidik juga terjadi pada saat penunjukan penasehat 
hukum untuk mendampingi tersangka. Pada tanggal 23 April  2014, penyidik 
menunjuk penasehat hukum yaitu Umi Kalsum,SH untuk mendampingi 
tersangka. Dalam berita acara, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada 
tanggal 6 April 2014 sementara penunjukan penasehat hukum dilakukan pada 
tanggal  23 April  2014. Dalam jangka waktu tersebut berarti tersangka sama 
sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum (lihat lampiran). 
Penulis beranggapan penunjukan penasehat hukum oleh penyidik Polresta 
Pontianak hanya untuk melengkapi berkas perkara yang akan diajukan ke 
Kejaksaan Negeri Pontianak yang dikirim pada tanggal  16 Mei 2014. 
Seharusnya penyidik lebih dapat memahami hak-hak tersangka dalam 
menegakkan aturan-aturan dalam KUHP sehingga tidak terjadi kerugian dalam 
penegakkan hak asasi tersangka. 
Dalam memberikan bantuan hukum penasehat hukum yang ditunjuk 
Penyidik yaitu Iptu Bintang berdasarkan pasal 56 ayat 2 KUHAP dan hasil 
wawancara kami dengan penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah 
melakukan kewajibanya secara cuma-cuma. Namun penunjukan penasehat 
hukum tersebut sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat  melakukan 
pemeriksaan terhadap kasus diatas sudah dapat mengambil langkah-langkah 
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yang diperlukan dalam meberikan perlindungan hukum kepada tersangka 
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. 
Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan penasehat hukum masih 
dicurigai sebagai orang-orang yang menggangu kelancaran pemeriksaan. Belum 
diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara 
penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian 
bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 115 KUHAP : 
1. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 
penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara 
melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan. 
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum 
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 
pemeriksaan terhadap tersangka. 
 
Ketentuan pasal 115 belum memberikan hak yang utuh kepada penasehat 
hukum  dalam memberikan bantuan hukum. Keikutsertaan pendampingan 
seorang penasehat hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, 
dibatasi oleh kata “dapat” memperbolehkan penasehat hukum atau mengizinkan 
untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini berarti atas persetujuan 
penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang 
dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui dan tidak 
memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya 
untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. 
 Dalam Pasal 115 KUHAP hak mendapatkan bantuan hukum dalam 
pemeriksaan penyidikan adalah pasif, artinya seandainya penasehat hukum 
diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, 
kedudukan dan kehadiranya hanya terbatas melihat/menyaksikan dan 
mendengarkan jalannya pemeriksaan. Kedudukan Penasehat hukum yang 
bersifat pasif masih dapat berkurang dalam hal proses penyidikan yang terkait 
dengan perbuatan pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Penasehat 
hukum hanya dapat melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak 
boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan. 
Namun apabila pelaksanaan pasal 115 dipergunakan dengan sebaik-
baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan 
besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan 
penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam 
pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum membuat suasana  lebih manusiawi 
dan dari segi phisikologis mendorong tersangka lebih berani mengemukakan 
kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya. 
Kedudukan penasehat hukum dalam penerapanya di Polesta Pontianak 
terkait dengan pelaksanaan Pasal 115 KUHAP sudah berjalan dengan baik, 
berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, penyidik dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap tersangka selalu memberikan kesempatan kepada 
penasehat hukum dalam proses pendampingan pada tahap pemeriksaan. 
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Berdasarkan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol 
Aries Aminullah, 20 Mei 2014 Menyatakan : 
Walaupun ada pembatasan pendampingan dalam Pasal 115 KUHAP namun 
kami beserta jajaran penyidik tidak pernah menghalangi penasehat hukum 
dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian 
hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertayaan yang dilakukan oleh 
penyidik penasehat hukum tidak biasa mengintervensi pertayaan yang 
diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan 
menyaksikan jalanya pemeriksaan.  Fungsi penasehat hukum hanya bersifat 
kordinatif dalam pemeriksaan penyidik, artinya penasehat hukum 
diperkenankan untuk mejelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut 
pertayaan penyidik kurang dimengerti. 
 
Penerapan pasal 115 yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada 
proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, 
tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat 
mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar besifat fleksibel 
sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalanya 
pemeriksaan.  
Proses penyidikan dalam pemberian penasehat hukum kepada tersangka  
ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat 
melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaaan. 
Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Bagi 
tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka 
memiliki hak-hak sebagai berikut : 
1. Berhak menghubungi penasehat hukum.. 
2. Berhak menghubungi dan menerima kujungan dokter pribadi untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubunganya dengan proses perkara 
maupun tidak. 
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, 
kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan 
bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau 
jaminan bagi penangguhan penahanannya. 
4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak 
keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga. 
5. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum 
melakukan hubungan mengubungi dan menerima sanak keluargannya baik 
untuk kepentingan keluargannya, kepentingan perkarannya maupun 
kepentingan pekerjaannya. 
6. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada 
penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga. 
7. Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, 
penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan 
untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan. 
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8. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan 
Pemberikan bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak 
kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. 
Penasehat hukum berhak mengubungi tersangka dalam semua tingkat 
pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pemberbicaraaan pada setiap 
saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan dan 
pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa 
pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka 
dapat berkonsultasi tentang perkara yang dihadapinya dan menemukan solusi 
yang tepat dalam penyelesaian kasus hukum tersebut. 
Pelaksanaan proses advokasi hak tersangka oleh penasehat hukum 
bergantung dari kepandaian penyidik memahami aturan yang telah ditetapkan 
dalam KUHAP. Objek Pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka dan dari 
tersangkalah diperoleh peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus 
diperiksa dalam kedudukan manusia memiliki harkat dan martabat. Pemeriksaan. 
Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga 
tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat. 
Dalam advokasi tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan, 
penasehat hukum dalam mengikuti jalanya pemeriksaan hanya melihat dan 
mendengar isi jalannya pemeriksaan disamping itu tidak boleh campur tangan 
dan memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang 
berlangsung. Untuk dapat mengetahui secara lebih akurat hasil pemeriksaan 
penyidikan penasehat hukum berhak mendapat turunan berita acara 
pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan. Sebagai bagian dari 
proses advokasi meka penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara 
teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka. 
Berdasarkan studi di Polresta Pontianak cara pemeriksaan dimuka penyidik 
dari segi hukum  dimulai dari : 
1. jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan 
tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan 
keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak 
boleh dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan 
tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik 
maupun dari pihak luar. Dalam pelaksaan proses pemeriksaan sangat sulit 
bagi tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan 
adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari 
terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah 
kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila 
ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara 
pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka 
hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasehat hukum dapat menempuh jalur 
praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. 
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2. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah 
dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan 
kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti telitinya. Pencatatan 
disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. 
Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi 
kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak 
dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh 
penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka 
tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan 
membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara 
pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau 
tersangka tidak setujuh harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana 
yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka  menyetujui isi 
keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik 
membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Apabila penyidik tidak mau 
membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik 
membuat catatan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, 
serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau 
menandatanganinya. 
Selama pemeriksaan berlangsung dihadapan penyidik, penasehat hukum 
yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan tersangka dapat mengajukan 
saksi yang dapat menguntungkan dirinya. Penyidik diharuskan bertanya kepada 
tersangka apakah akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi 
dirinya. Apabila ada, penyidik wajib memeriksa saksi tersebut dan keterangannya 
dicatat dalam berita acara pemeriksaan. 
Apabila dalam pemeriksaan tesangka dalam proses penahanan penyidik 
maka penasehat hukum dapat memintakan penangguhan penahanan kepada 
pejabat yang berwewenang disertai dasar alasan keberatan atas penahanan 
yang benar-benar mampu mendukung permohonan tersebut. Dalam memintakan 
penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik 
didasarkan perlu tidaknya tersangka ditahan dan ancaman berat ringanya 
hukumannya.  
Kehadiran penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan sangat 
membantu tersangka. Penasehat hukum dengan hak yang diberikan  yaitu 
melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan dapat menyusun hal-hal atau 
strategis dalam menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan turunan berita acara 
yang tersangka.   
Disamping itu pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi oleh 
penasehat hukum dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan 
yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Bentuk bentuk penyimpangan yang 
dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari 
penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti  
permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap 
tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan Pengunaan 
20 
 
Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaaan  pengeledahan tidak sesuai 
dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.  Untuk memeberikan kapastian 
hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP. 
Maka penasehat hukum dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses 
penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP.  
Berdasarkan rumusan yang demikian ini kemampuan advokasi sangat erat 
dengan unsur pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku.  
Kemampuan advokasi hukum lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah 
kemampuan interview, menyusun ilustrasi kasus (kronologi kasus), serta 
kemahiran di bidang penelitian dan analisis kasus hukum. Kemampuan tersebut 
pada prinsipnya dapat memberikan arah dan fokus advokasi yang efektif, yakni  
menentukan apakah suatu kasus adalah kasus hukum atau bukan; bentuk 
advokasi hukum yang dibutuhkan; serta strategi mana yang dianggap paling 
sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan.   
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses advokasi adalah 
faktor persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak yang akan melakukan 
advokasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu advokasi sangat 
ditentukan oleh bagusnya persiapan yang dilakukan sebelum advokasi dilakukan. 
Hal ini kiranya sangat sesuai dengan ungkapan yang menyatakan bahwa 
persiapan yang memadai merupakan setengah langkah dari keberhasilan. 
Adapun jenis persiapan yang perlu dilakukan di dalam melakukan advokasi   
antara lain meliputi identifikasi kasus, yakni usaha untuk mendapatkan ilustrasi 
tentang anatomi kasus; menginventarisir bahan-bahan hukum; menganalisis alat-
alat bukti; menyusun atau mengkonstruksi advokasi hukum serta memprediksi 
berbagai kemungkinan yang bakal terjadi terhadap jalannya kasus. Di samping 
itu persiapan penting lainnya adalah mempersiapkan diri pemberi advokasi 
bahwa dirinya benar-benar yakin dan memiliki waktu dan kemampuan untuk 
menyelesaikan kasus yang tengah dihadapainya. 
 
Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta 
Pontianak 
Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana 
perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak 
tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga Tidak Bersalah, untuk 
perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka perlu dijelaskan mengenai 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sekalipun 
bentukbentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk 
sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 
dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran 
administratif, prosedural, maupun pelanggaan terhadap diri pribadi tersangka. 
Hambatan dalam proses penyidikan yakni salah satunya adanya 
penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan 
penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 
dengan Asas Praduga Tidak Bersalah.Dari hasil wawancara dengan Iptu 
21 
 
Bintang pada tanggal 21 mei 2014, selaku penyidik di Kasat Reskrim Polresta 
Pontianak menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam 
penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah yang terjadi pada proses penyidikan 
diantaranya : 
a) Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait 
dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus 
kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. 
Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa 
malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik sehingga membuat 
kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan 
transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk 
memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan 
atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik 
sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar-benarnya 
dari tersangka;  
b) Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik 
juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari 
tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan 
keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama 
dan lamban;  
c) Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan 
keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses 
penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. 
Hal ini cenderung menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih 
lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa 
dilanjutkan kembali;  
d) Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu 
permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah 
sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap; 
e)   Selain itu juga, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem 
pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya 
peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus 
disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan 
keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para penyidik yang 
belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih 
membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, 
jabatan atau pekerjaan; 
f)  Adanya sistem tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung 
menyebabkan kredibilitas dari aparat penegak hukum menjadi rendah 
dimata masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya 
terhadap lembaga penegak hokum seperti kepolisian dan pengadilan 
dalam menangani suatu kasus sehingga masyarakaat awam atau 
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masyarakat yang kurang mengetahui hokum cenderung 
menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka masing-
masing karena mereka menganggap berperkara di pengadilan 
cenderung bersifat prosedural, berbelit-belit dan hasilnya sering tidak 
memuaskan para pihak atau putusannya sering tidak sesuai dengan 
nilai keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat. 
g) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum 
lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum 
cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya permintaan kepada 
advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk 
memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara 
ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 
5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi 
oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan 
pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika 
disidik, kalaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya 
aparat penegak hukumnya  menunjukkan sikap kurang bersahabat 
dengan advokat yang mendampinginya. 
 
Kesimpulan` 
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa : 
1. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan di 
Polrestata Pontianak mengacu pada KUHAP yang pada dasarnya Asas 
Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut 
dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan 
dia bersalah;  
2. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses 
Penyidikan di Polresta Pontianak antara lain dalam proses interogasi 
(pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu 
seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, 
pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
masih sulit untuk didapatkan keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan 
oleh kecenderungan korban enggan dan berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan 
lamban, dan terkesan sebagai hambatan di dalam penerapan Asas 
Praduga Tidak Bersalah;  
3. Bahwa pada dasarnya perapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta 
pontianak sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-undang, 
namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses 
penyidikan yang memungkinkan penyidik mengesampingkan atau tidak 
berpedoman pada Asas Praduga Tidak Bersalah. 
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